
 

1 

BAB  I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Aktivitas manusia yang tidak pernah berhenti adalah perniagaan. Hampir 

setiap hari kegiatan perniagaan dilakukan masyarakat, misalnya mengganti benda 

dengan uang, menjual jasa demi upah yang diterimanya, utang piutang, dan bentuk 

lainnya. Utang piutang  secara garis besar terdiri dari dua jenis mekanisme, yakni 

utang piutang barang dan utang piutang jasa. Utang piutang barang adalah 

menukarkan barang dengan barang yang berbeda di antara dua pihak disebabkan 

pengambilan manfaat benda yang berbeda juga harganya yang berbeda, sehingga sisa 

dari harga yang belum dibayarkan meruoajab hutang, dalam hal ini merupakan barter 

dengan harga barang yang bertbeda. Sedangkan bentuk utang piutang yang lainnya 

adalah hutang dalam bentuk uang, misalnya berhutang ke bank atau ke lembaga 

keuangan yang lainnya, dan juga berhutang kepada seseorang tertentu yang akan 

dibayar sesuai perjanjian yang telah disepakati. 

 Jenis satunya lagi adalah utang jasa yang terkadang dikatakan sebagai 

perburuhan, sehingga utang jasa dikategorikan sebagai bentuk hutang, misalnya 

memakai ahli untuk mengerjakan suatu proyek akan tetapi jasanya dibayar kemudian, 

maka pemakai jasa berhutang kepada pemilik jasa. Orang yang hutang jasa 

berkewajiban membayar upahnya sesuai dengan perjanjian. Dalam perdagangan 

modern jual beli jasa disebut sebagai service industries, yakni industri jasa yang 

disesuaikan pada profesionalisme atau profesi seseorang yang dibeli jasanya dengan 

cara berhutang. 

 Kegiatan utang piutang merupakan salah satu kajian fiqh muamalah, karena 

sejak manusia Nabi Muhammad saw. diutus ke muka bumi kegiatan muamalah 

pertama adalah jual beli dan utang piutang, misalnya Rasulullah saw. berhutang 
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dengan menjaminkan baju besinya. Utang piutang merupakan kegiatan perniagaan 

yang sudah terjadi semenjak masyarakat memiliki kebutuhan yang beragam sehingga 

bagi yang tidak memiliki uang kontan biasanya berhutang atau orang berhutang 

kepada orang lainnya dan lembaga keuangan karena bermaksud melakukan sesuatu, 

misalnya untuk modal usaha yang produktif maupun yang konsumtif. 

 Sah atau batalnya suatu proses utang piutang sangat tergantung kepada 

pelaksanaan rukun dan syaratnya. Apabila rukun syarat-syaratnya terpenuhi, maka 

uatng piutang yang dilakukan telah sah, sebaliknya yang menyimpang dari rukun dan 

syaratnya maka transaksinya batal. Sebagaimana dalam aktivitas perniagaan bertitik 

tolak kepada prinsip saling suka sama suka atau saling merelakan. Suka sama suka 

atau „an taradhin  harus dijadikan prinsip utama, karena dalam al-Qur‟an surat al-

Nisa ayat 29 Allah SWT. berfirman: 

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara 

kalian dengan jalan yang bathil, kecuali melalui perniagaan yang dilakukan dengan 

dasar saling merelakan, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, 

sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepada kalian.
1
   

Prinsip „an taradhin atau saling merelakan sangat sukar diketahui karena hal 

itu merupakan pekerjaan hati. Seorang penjual atau seorang pembeli kerelaannya 

bukan ditentukan oleh hatinya, tetapi ditentukan oleh pemenuhan terhadap rukun dan 

syarat-syarat dalam jual beli, karena hal tersebut kelihatan dan dapat diteliti, 

sedangkan suka atau tidak suka di antara para pihak, bila tanpa rukun dan syaratnya 
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sangat sulit diteliti, sebagaimana seorang pembeli iklhlas atau rido atas penjualan 

barangnya, sebaliknya pembeli ikhlas atau rido, sifat ikhlas atau rido akan mudah 

diketahui bila rukun dan syaratnya dijalankan. 

 Rukun dalam utang piutang terdiri atas: 

1. Adanya para pihak, yakni pihak pemberi utang dan pihak yang berhutang; 

2. Adanya barang yang menjadi objek utang piutang; 

3. Adanya  uang atau barang yang jelas; 

4. Adanya ijab dan kabul atau akad. 

Empat rukun utang piutang di atas harus jelas kelihatan oleh para pihak. Para 

pihak yang melakukan transaksi utang piutang juga terkena syarat-syarat tertentu, 

yaitu: (1) Pemberi utang dan penerima harus sudah baligh, berakal atau sekurang-

kurangnya sudah mumayyiz, yakni dapat membedakan baik dan buruk suatu barang 

dan suatu perbuatan hukum, oleh karena itulah anak kecil diragukan keabsahannya 

kecuali dilakukan bersama walinya; (2) Kedua belah pihak harus melakukan akadnya 

atas dasar kesadaran sendiri, sehat walafiyat, dan tidak seorang pun yang merasa 

dipaksa atau terpaksa karena adanya tekanan tertentu.  

Demikian pula pada barang atau uang, harus memenuhi syarat-syarat yaitu: 

1. Barang yang suci dan barang yang dapat disucikan, uang yang halal; 

2. Barang yang bermanfaat; 

3. Milik pihak pemberi utang atau lembaga keuangan yang legal; 

4. Para pihak adalah cakap melakukan serah terima barang atau uang; 

5. Barang jelas kelihatan oleh kedua belah pihak; 

6. Dalam akad utang piutang serahterima dinyatakan dengan jelas secara lisan 

atau tulisan. 

Syarat-syarat pada akad atau ijab Kabul pun harus terpenuhi, sehingga 

dinyatakan sah. Adapun syarat-syarat dalam akad adalah sebagai berikut: 

1. Jangan ada yang memisahkan, janganlah penerima utang diam saja setelah 

pemberi utang menyatakan ijab dan sebaliknya; 

2. Jangan diselingi oleh kata-kata lain antara ijab dan Kabul; 
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3. Dibuat perjanjian utang piutang secara tertulis apabila pihak penerima utang 

tidak memberikan jaminan yang seimbang bahkan harga dan nilainya lebih 

tinggi dari hutangnya. 

Rukun dan syarat-syarat utang piutang yang telah dikemukakan di atas 

merupakan pijakan orang Islam dalam melakukan utang piutang, karena aktivitas itu 

bagian dari kehidupan manusia yang hubungannya sangat kompleks. Seorang muslim 

tidak mutlak melakukan dengan muslim lagi, demikian sebaliknya non muslim bisa 

saja melakukan transaksi utang piutang dengan orang muslim. Itulah realitas 

muamalah manusia di muka bumi. 

Suatu realitas terjadi di lingkungan pengrajin layangan yang tinggal di Desa 

Cibeusi, Sumedang. Masyarakat di Cibeusi di antaranya memiliki mata pencaharian 

sebagai pengrajin layangan yang professional. Mata pencaharian ini sudah dilakukan 

puluhan tahun bahkan sudah turun temurun dalam berbagai generasi. Akan tetapi, 

profesionalismenya kurang didukung oleh kondisi ekonomi yang kuat sehingga 

dalam permodalan belum dapat mandiri. Biaya produksinya senantiasa bergantung 

kepada para pemilik modal. Para pemilik modal memberikan bantuan modal tetapi 

dengan persyaratan tertentu, yakni jika seluruh produksinya harus dijual kepada 

pemilik modal yang telah memberi modal dengan cara berhutang, harga layangan 

ditentukan oleh pemilik modal.
2
 

 Para pengrajin layangan melakukan akad kredit dengan para pemodal, 

pembayaran pinjaman dilakukan setelah produksi, dengan cara menjualnya kepada 

pemilik modal. Dalam jual beli tersebut, harga ditetapkan oleh pemilik modal 

sebelum pengrajin mengajukan pinjaman kepada pemodal. Dari cara-cara tersebut 

dapat diidentifikasi  hal-hal sebagai berikut: 

1. Para pengrajin layangan mengajukan pinjaman modal produksi kepada 

pemodal yang akan memberi utang; 
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2. Syarat pertama yang harus diketahui adalah bahwa para pengrajin harus 

memiliki usaha sendiri, bukan dari menyewa atau milik orang lain; 

3. Harga layangan ditentukan oleh pihak pemodal; 

4. Penjualan layangan harus kepada pemodal sesuai harga yang ditetapkan 

sebelumnya. 

5. Bila pengrajin produksinya  tidak sesuai target, maka harus mengembalikan 

hutang berikut bunga dan dendanya; 

6. Pengrajin yang gagal target produksinya dapat mengajukan pinjaman kembali 

dengan syarat pengembalian hutang bersamaan dengan hutang terdahulu. 

Menurut Suhendi, mekanisme di atas seperti kerjasama, tetapi sangat 

memberatkan pihak pengrajin. Para pemodal memberikan syarat kepada kepada 

pengrajin layangan untuk menjualnya kepada mereka dengan harga yang ada di 

bawah harga normal di pasaran, misalnya apabila harga di pasaran perim/1000 

layangan Rp. 1000.000,  maka oleh pemodal ditetapkan Rp. 750.000, dengan 

demikian kerugian para pengrajin bukan hanya Rp. 250.000, tetapi bisa lebih, karena 

harga tersebut adalah harga pembelian pemodal, sedangkan pembelian bandar bisa 

mencapai Rp. 1100.000,- perrim, apalagi kalau dijual ke konsumen secara langsung.
3
 

Akan tetapi, di sisi lain para pemodal telah memberikan modal kepada para 

pengrajin layangan karena tanpa bantuan tersebut tidak akan mampu memproduksi 

layangan. Hanya dalam praktik yang dilakukan tersebut merupakan salah satu cara 

pembayaran hutang, adapun penentuan harga sepihak sebagai bentuk lain dari 

penambahan bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh pengrajin. 

Praktikkutang piutang seperti ini telah lamaadilakkukan oleh pengrajin layangan dan 

bandar. Kegiatan utang piutang tersebut dilakukan karena terdesak oleh kebutuhan 

dan akhirnya meminjam kepada bandar dan bandar memberikan pijaman tersebt 

dengan dalih tolong menolong. 
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Berdasarkan hasil pengamatan dan juga wawancara yang dilakukan di Desa 

Cibeusi kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang, terdapat beberapa masalah 

berkenaan dengan sistem kerja sama yang dilakukan Bandar dan pengrajin, dalam hal 

ini terjadi dua jenis akad yang digunakan dalam transaksi yaitu akad jual beli dan 

utang piutang. Hal ini terjadi karena adanya syarat dalam transaksi utang piutang 

dimana para pengrajin harus menjual hasil produksi layang-layang kepada bandar 

tersebut sebagai imbalan atas pinjaman modal sebelumnya karena ada iktan utang 

piutang. 

Kenyataan menunjukan kecenderungan bahwa bandar ingin membeli semua 

layang-layang hasil buatan para pengrajin, maka dia memberikan pinjaman modal 

kepada para pengrajin agar mereka menjual layang-layang buatannya kepadanya dan 

mensyaratkan untuk tidak menjualnya kepada pihak lain. Sehingga berlakunya akad 

yang pertama tergantung pada akad yang kedua (ta‟aluq). Yaitu, berlakunya 

utangpiutang tersebut tergantung pada kebersediaan para pengrajin untuk mejual 

layanglayang hasil kreativitasnya kepada bandar saja. 

Kepatuhan masyarakat islam didesa cibeusi dari setiap praktiknya 

mencerminkan perilaku yang tidakmendukung terhadap seluruh ketentuan hukum 

islam yang sesuai ketentuan syara‟.
4
 

Kepatuhan yang dijalankan masyarakat desa cibeuis ini menjadi suatu ciri yang 

tidak dapat dipisahkan bahkan menjadi pokok utama yang harus dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan prinsip syariah yang tidak menyalahi aturan syariat Islam.  

Kepatuhan masyarakat islam desa Cibeusi dari setiap pelaksanaannya harus sejalan 

dengan ketentuan hukum islam , sehingga tidak adanya keharamamn dalam praktik 

utang piutang ini. 

Menurut Sutedi kepatuhan syariah adalah secara konsep bahwa semua kegiatan 

berdasarkan prinsip ketentuan ajaran Islam bahkan di lembaga keuangan setiap 

                                                 
4
 Agus  Waluyo,  “Kepatuhan  Bank    Syariah  Terhadap  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  

PAsca Transpormasi Ke dalam Hukum Positif,” INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 

10, No.2 (Desember 2016): , 522. 
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pelaksanaan akad pembiyaan   menerapkan aturan sesuai dengan ketentuan prinsip- 

prinsip ekonomi syariat.
5
 

Setelah beberapa penelusuran, praktik yang terjadi dimasyarakat di desa ini  

sudah jelas tidak boleh dilakukan akan tetapi kegiata utag piutang ini mash dilakukan 

oleh masyarakat, padahal ketentuan konsep jual beli dalam Islam sudah diatur. Islam 

memberikan tuntunan dalam seluruh aspek kehidupan manusia di bumi dalam segala 

bidang, baik yang berkenaan dengan ibadah secara langsung kepada Allah SWT 

ataupun hal yang berkenaan dengan muamalah antar manusia. Hal tersebut 

menunjukan adanya ketidakpatuhan masyarakat muslim terhadap hukum islam di 

desa Cibeusi. 

 

 

B. Perumusan Masalah 

 Dengan latar belakang masalah tersebut di atas, kiranya dapat dirumuskan 

permasalahannya mengenai kepatuhan masyarakatIslam para pemodal dan pengrajin 

layangan di Desa Cibeusi dikaitkan kepada akad yang diterapkan, baik akad 

pembiayaan yang dihubungkan dengan utang piutang maupun akad musyarakah yang 

dilaksanakan antara kedua belah pihak sehingga dibuat perjanjian oleh keduanya. 

 Dengan rumusan masalah tersebut diajukan tiga pertanyaan penelitian, yakni 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana indikasi kepatuhan masyarakatIslam para pemodal dan pengrajin 

layangan dalam melaksanakan akad utang piutang untuk modal usaha 

produksi layangan di Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten 

Sumedang? 

2. Bagaimana penerapan dalil yang berhubungan dengan kepatuhan masyaraka 

tIslam para pemodal dan pengrajin layangan dalam melaksanakan akad utang 

                                                 
5
 Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2009), Perbankan Syariah dan Beberapa Segi Hukum... , 142 
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piutang untuk modal usaha produksi layangan di Desa Cibeusi, Kecamatan 

Jatinangor, Kabupaten Sumedang? 

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap kepatuhan masyarakat 

Islam para pemodal dan pengrajin layangan dalam melaksanakan akad utang 

piutang untuk modal usaha produksi layangan di Desa Cibeusi, Kecamatan 

Jatinangor, Kabupaten Sumedang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengenalisis indikasi kepatuhan masyarakat Islam para pemodal dan 

pengrajin layangan dalam melaksanakan akad utang piutang untuk modal 

usaha produksi layangan di Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten 

Sumedang; 

2. Untuk menganalisis penerapan dalil yang berhubungan dengan kepatuhan 

masyarakat Islam para pemodal dan pengrajin layangan dalam melaksanakan 

akad utang piutang untuk modal usaha produksi layangan di Desa Cibeusi, 

Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang; 

3. Untuk mengenalisis tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap kepatuhan 

masyarakat Islam para pemodal dan pengrajin layangan dalam melaksanakan 

akad utang piutang untuk modal usaha produksi layangan di Desa Cibeusi, 

Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

 Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan akademik atau kegunaan teoritik, yaitu sebagai berikut: 

a. Menambah wawasan akademik dan pengetahuan mengenai hukum 

ekonomi syariah; 
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b. Memberikan sumbangan hasil penelitian kepada pengembangan khazanah 

kepustakaan yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah; 

c. Menjadi bahan kepustakaan dan teori yang dikembangkan secara lebih luas 

oleh lembaga pendidikan, para peneliti, dan mahasiswa, juga masyarakat 

secara umum. 

2. Kegunaan praktik, yaitu sebagai berikut: 

a. Sebagai bahan artikel untuk jurnal; 

b. Sebagai bahan penyuluhan hukum ekonomi Islam di masyarakat, terutama 

di kalangan pengusaha dan pemodal; 

c. Sebagai bahan pertimbangan naskah akademik untuk pemerintah dan 

lembaga legislatif, MUI, dan organisasi ekonomi Islam yang lain dalam 

mengukur atau mengevaluasi pengetahuan masyarakat mengenai hukum 

ekonomi Islam dan pelaksanaanya di masyarakat; 

d. Sebagai bahan literatur masyarakat Islam yang mendalami konsep dan 

prinsip hukum ekonomi Islam, sehingga terhindar dari riba, unsur gharar, 

dan yang lainnya. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

 Adapun teori hukum ini secara hierarkis dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Grand Theory: Teori Kredo (Syahadah) 

Alasan utama teori ini diterapkan sebagai grand theory dikarenakan judul 

penelitian ini mengenai “Kepatuhan masyarakatIslam”. Teori kredo atau syahadah 

yaitu teori yang mengharuskan pelaksanaan hukum Islam oleh mereka yang telah 

mengucapkan dua kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan 

kredonya. Teori ini sesungguhnya kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum 

Islam. Prinsip tauhid yang menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya 

beriman kepada ke-Maha Esaan Allah maka harus tunduk kepada apa yang 
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diperintahkan Allah dalam hal ini taat kepada perintah Allah sekaligus taat kepada 

Rasulullah SAW dan sunnahnya.
6
 

Teori Kredo ini sama dengan teori otoritas hukum yang dijelaskan oleh 

H.A.R. Gibb yang menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam 

sebagai agamanya berarti telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya. Teori 

Gibb ini sama dengan pandangan imam madzhab seperti Imam Syafi‟i dan Imam Abu 

Hanifah yang menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk melaksanakan hukum 

Islam sepanjang  berada di wilayah hukum Islam diberlakukan. Sementara teori non 

teritorialitas dari Imam Syafi‟i menyatakan bahwa seorang Muslim selamanya terikat 

untuk melaksanakan hukum Islam di mana pun keberadaannya. baik di wilayah 

hukum  Islam diberlakukan, maupun di wilayah hukum Islam tidak diberlakukan.
7
 

Intisari dari teori ini adalah bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan seluruh hukum Islam sebagai bentuk konsekuensi syahadatnya. Namun 

dalam praktiknya ternyata banyak umat Islam yang tidak bisa melaksanakan hukum-

hukum yang ditetapkan oleh Islam. Namun, teori kredo ternyata belum mampu untuk 

menjelaskan mengenai penyerapan hukum Islam oleh masyarakat adat. Karena dalam 

faktanya walaupun mereka telah memeluk agama Islam namun dalam kehidupan 

sehari-hari tidak semua hukum Islam mereka laksanakan.
8
 

Teori kredo atau syahadat merupakan teori yang menyatakan bahwasanya 

pelaksanaan hukum Islam harus dijalankan bagi mereka yang telah mengikrarkan dua 

kalimah syahadat sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syahadat. Teori ini 

diambil dari Al-Qur‟an, diantaranya pada surat Al-Fatihah : 5, Al- Baqarah: 179, Ali 

Imran: 7, An-Nisa: 13, 14, 49, 59, 63, 69, dan lain-lain. Teori ini sama dengan teori 

otoritas hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh H.A.R Gibb dalam bukunya, 

                                                 
 

6
 Juhaya S Praja, Filsafat Hukum Islam (Tasikmalaya : Lathifah Press dan Fakultas Syariah 

IAILM, 2009), 133. 

 
7
 H.A.R. Gibb, The Modern Trends in Islam, (Chicago : The University of Chicago Press, 

1950), 114. 

 
8
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The Modern Trend of Islam. Menurut teori ini, orang Islam menerima otoritas hukum 

Islam terhadap dirinya. Secara sosiologis, orang-orang yang sudah beragama Islam 

menerima otoritas hukum Islam, taat kepada hukum Islam. Teori ini menggambarkan 

bahwa dalam masyarakat Islam terdapat hukum Islam. Hukum Islam ada dalam 

masyarakat Islam karena mereka menaati hukum Islam sebagai bentuk kepatuhan 

terhadap perintah Allah dan Rasulullah saw.
9
 

Dengan demikian Teori Kredo ini terkait secara langsung dengan Pembuat 

Hukum Islam (al-Hakim), yakni Allah SWT. yang telah menjadikan para nabi dan 

rasul, terutama Nabi terakhir Muhammad saw. yang menerima risalah-Nya berupa 

sumber ajaran Islam yang tertuang di dalam kitab suci al-Qur'an dan keberadaan 

Muhammad saw. yang eksistensinya sebagai pembawa risalah Allah dan hukum-

hukum Allah (Hududullah). Dengan demikian "Pembuat Hukum" akan berpautan 

secara langsung dengan pengkajian wujud ilahi. Karena hukum Islam berasal dari al-

Hakim dan yang dimaksud dengan al-Hakim di sini adalah Allah SWT. Oleh karena 

itu, menurut Juhaya S. Pradja umat Islam wajib menjadikan al-Quran dan al-Sunnah 

sebagai sumber hukum yang utama. Adapun Konsep-konsep baru yang dilahirkan 

oleh para fuqaha dan ulama ahli ushul adalah bagian dari hasil ijtihad yang 

menggunakan pendekatan filosofis, dan dapat dikategorikan sebagai bagian dari 

sumber atau metodologi Hukum Islam.  

Pembahasan pertama kaitannya dengan sumber hukum Islam adalah 

membicarakan tentang Allah sebagai salah satu kajian filsafat, tidak terkecuali 

Filsafat Hukum Islam. Dalam konsep hukum Islam, pembahasan hukum meliputi hal-

hal yang berhubungan dengan istilah hukum, hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. 

Yang pertama perlu diuraian bukan hukum, melaikan Hakim, yaitu pihak yang 

menetapkan hukum atau pembuat hukum dan menetapkan baik-buruknya suatu 

perbuatan. Dalam prinsip hukum Islam, Hakim adalah Allah SWT. Alasan bahwa 

                                                 
9
 Muhamad Mas‟ud, Rosbandi, Sugih Suryagalih, Eksistensi Teori Kredo, 58. 
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Hakim yang pertama harus dibahas, karena tanpa Hakim maka hukum Islam tidak 

ada. 

Guna membawa dan menyampaikan hukum atau syari'at kepada manusia, 

maka Al-Hakim, yaitu Allah menciptakan utusan-utusan yang disebut dengan 

Rasulullah. Sebelum Allah mengutus para Rasul, maka tidak ada syari'at yang 

berlaku. Dalam hal ini Hanafi mengutarakan dua pendapat, yaitu:
10

 

1. Pendapat yang dikemukakan oleh kaum Asy'ariyah, yang dipelopori oleh 

Abdul Hasan al-Asy'ari, yang berpendapat bahwa hukum-hukum Allah 

tidak dapat diketahui oleh akal semata-mata. Karena itu, seluruh bentuk 

perbuatan manusia yang terjadi sebelum diangkat utusan-utusan Allah, 

tidak ada hukumnya atau tidak ada sanksi bagi pelaku perbuatan tersebut, 

sebagaimana kufur tidak haram dan iman tidak diwajibkan; 

2. Pendapat dari kaum Mu'tazilah, yang dipelopori oleh Wasil bin Atha, 

berpendapat bahwa hukum dan syari'at Allah sebelum dibangkitkan 

utusan-utusan Allah dapat diketahui oleh akal. Akal dapat mengetahui baik 

dan buruk suatu perbuatan itu sendiri karena sifat-sifatnya. Berhubungan 

dengan itu, orang mukallaf harus memperkuat kebajikan dan menjauhkan 

keburukan. Allah akan memberi balasan terhadapnya berdasarkan yang 

diketahui oleh akalnya sebagaimana juga berdasarkan syari'at yang dibawa 

oleh para utusan-Nya. Kalau tidak demikian, maka orang-orang yang baik 

dan orang-orang yang jahat sama kedudukannya dan sama pula 

balasannya. Sedangkan pada tiap-tiap masa tertentu terdapat orang-orang 

yang baik dan orang-orang yang jahat. 

Dzat yang menciptakan hukum sebagai peraturan hidup manusia adalah dzat 

yang mutlak, yang keberadaannya tidak ditentukan atau bergantung kepada yang lain. 

Dengan demikian, Dzat yang menciptakan kebenaran dan menetapkan yang "benar 

dengan sendirinya" adalah al-Hakim. Kebenaran yang tidak membutuhkan legalitas 
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dari kebenaran buatan makhluk-Nya. Hakim atau Allah yang mengangkat manusia 

menjadi seorang Nabi dan Rasul yang menerima risalah dan firman-firmannya yang 

tertuang dalam kitab suci yang orisinalitasnya dijaga dan dipelihara secara langsung 

oleh pembuat hukum itu sendiri. Allah adalah Hakim Yang Maha Agung (al-Hakim 

al-Akbar). 

 Dengan pemahaman tersebut maka sumber hukum Islam adalah pembuat 

hukum Islam itu sendiri, yaitu al-Hakim "tiada hukum yang mutlak benarnya kecuali 

hukum-hukum yang datang dari Allah".  Hukum yang demikian sempurna "wajib" 

dibuat oleh Dzat yang maha sempurna, yaitu Dzat yang tidak dan bukan bersifat 

alami. Al-Hakim, yang membuat hukum, telah menerbitkan peraturan-peraturan 

dengan iradah-Nya sendiri tanpa ada campur tangan dari makhluk-Nya. Oleh karena 

itu sumber hukum Islam wajib bersifat sakral dan pengamalannya sepanjang sejarah 

senantiasa didasarkan kepada adanya keimanan terhadap kebenaran isi dan 

kandunganya. Apabila pemahaman tentang sumber hukum Islam berasal dari yang 

mungkin ada, maka isi dan kandunganya telah terkontaminasi oleh kehandak hawa 

nafsu makhluk-Nya. Al-Hakim adalah Allah yang Maha Suci dan berdiri sendiri yang 

menciptakan segala sesuatu dengan benar tanpa harus ada yang membenarkannya, 

sehingga jika ada yang mengatakan bahwa hukum Allah itu benar, maka tidak 

menjadikan hukum Allah itu benar, karena tanpa pernyataan tersebut hukum Allah 

sudah benar. Kebenaran absolut tentang hukum Allah secara ontologis merupakan 

kebenaran objektif. Berkaitan dengan pemahaman tersebut, Juhaya S. Pradja 

mengatakan bahwa teori kredo berkaitan dengan kaidah "adzimah mutsya'ibah" yang 

diterjemahkan dengan "Teori agung yang bercabang banyak". Teori ini menyatakan 

bahwa setiap ilmu memiliki dua sifat. Pertama, sifat tabi' yang diartikan dengan sifat 

objektif; kedua, sifat matbu' yang dapat diartikan dengan sifat subjektif, maka hukum 

Allah swt itu objektif dengan sendirinya.
11
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 Allah sebagai al-Hakim atau pembuat hukum, baik Dzat Allah maupun 

hukum yang diciptakan-Nya telah benar dengan sendirinya. Al-Qur'an sebagai wahyu 

yang di dalamnya termuat hukum-hukum ciptaan Allah telah benar dengan 

sendirinya, sehingga kebenaran al-Qur'an tidak ada kaitan dengan pembenaran yang 

dinyatakan oleh manusia, ada atau tidak adanya manusia yang membenarkan, al-

Qur'an sudah benar dengan sendirinya, demikian pula sebaliknya, jika ada yang 

mengingkari al-Qur'an dan menyalahkannya, tidak akan menjadikan al-Qur'an 

berubah kebenarannya. Kebenaran atas i'tiqad adalah keimanan yang dipancarkan 

dengan keyakinan hati, dengan perkataan dan terbukti dalam amal perbuatan. 

Keimanan yang utama adalah meyakini bahwa sumber segala sumber dari segala 

sesuatu adalah Dzat Allah yang mutlak keberadaan-Nya serta mempercayai dan 

membenarkan dengan hati, bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh Nabi 

Muhammad saw. adalah benar. Falsafah tentang al-Hakim yang membuat hukum 

Islam adalah fondasi bagi tercapainya pelaksanaan hukum Islam itu sendiri.
12

 

 Teori Kredo yang berkaitan dengan konsep al-Hakim atau al-Syari' yang 

memiliki sifat-sifat sempurna tentu akan menciptakan hukum Islam dengan 

sempurna. Jika terdapat pandangan tentang ketidaksempurnaan hukum Islam yang 

tertuang dalam wahyu-Nya yang sakral, dengan penuh kepastian dapat dinyatakan 

bahwa pandangan dan pemahaman manusia atas wahyu dipenuhi dengan serba 

keterbatasan dan kekurangan, sehingga semua penafsiran al-Qur'an kebenarannya 

relatif. Kemutlakan hanya dimiliki Dzat Allah dengan sifat-sifat-Nya yang sempurna, 

sedangkan keterbatasan dan kelemahan dimiliki oleh makhluk ciptaan-Nya. Argumen 

ontologis tentang hakikat al-Hakim yang menciptakan hukum Islam, adalah Dzat-Nya 

itu sendiri, sehingga bagi manusia yang menaati hukum Allah dinyatakan sebagai 

orang yang taat kepada-Nya. 

 

2. Middle Theory: Akad Perniagaan 

                                                 
 

12
 Beni Ahmad  Saebani, Filsafat Hukum Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2013), 156. 



 

 

15 

Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan qabul 

yang sah menurut syara dan menimbulkan akibat hukum. Dalam istilah lain, akad 

berarti perikatan atau perjanjian sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur‟an surat Al-

Maidah ayat satu, kata al-„aqdu berarti penuhilah janji-janjimu atau penuhilah akad-

akad kalian. Manusia diminta oleh Allah SWT. untuk memenuhi akadnya, istilah al-

„aqdu dalam bahasa Belandanya verbentenis.
13

, Perjanjian, membentuk permufakatan 

(ittifaq). Pernyataan dalam perjanjian adalah ikatan atau ijab dan pernyataan 

menerima ikatan atau qabul memengaruhi objek perikatan, apabila ijab qabul sesuai 

dengan ketentuan syari‟ah, timbullah konsekuensi hukum dari akad yang disepakati, 

misalnya ijab-qabul dalam jual beli, satu pihak menjual barang tertentu dengan harga 

yang disepakati oleh pembeli, maka kedua belah pihak melakukan ijab dan qabul. 

Oleh karena itu, akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau 

beberapa pihak yang berkeinginan mengikatkan dirinya dengan pernyataan ijab dan 

qabul.  

Pada saat ijab qabul dinyatakan oleh kedua belah pihak, berarti telah ada 

perikatan dengan perjanjian lisan maupun tulisan, namun syarat umum yang harus 

dipenuhi pada akad adalah kedua belah pihak yang melakukan akad telah cakap 

bertindak hukum atau disebut sebagai mukallaf. Di samping itu objek akad harus ada 

dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang 

hukum syara”, dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak yang berakad. 

Akad yang dilakukan dalam satu majelis dengan tujuan yang jelas dan diakui 

syariat adalah akad telah memenuhi rukun dan syarat berakad, serta mempunyai 

kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad. Akibat hukum dari 

akad adalah adanya perjanjian kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri dalam 

perbuatan yang diakadkan dan akan diberlakukan yang diwujudkan 

dalam ijab dan qabul  secara suka rela dan secara timbal balik terhadap perikatan 
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kedua belah pihak sesuai dengan kaidah syariah yang menimbulkan akibat hukum 

pada objek perikatan, baik segi hak miliknya maupun manfaat dari objek yang 

diakadkan bergantung kepada jenis akad yang dilaksanakan, sebagaimana dalam 

praktik  perbankan Syari‟ah ada dua jenis akad atau perikatan, yakni akad tabarru 

dan akad tijari. Akad tabarru merupakan akad nirlaba, sedangkan akad tijari adalah 

akad dalam perniagaan yang berorientasi kepada keuntungan.
14

 

Dengan pengertian tersebut dipahami bahwa pengertian akad yang dalam 

bahasa Arab itu  „al-aqd, jamaknya al-„uqud, berarti ikatan atau mengikat, 

maksudnya adalah pertalian antara penyerahan (ijab) dan penerimaan (qobul) yang 

dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya, seperti 

akad jual beli, maka barang menjadi milik pembeli dan uang menjadi milik perjual, 

demikian pula dalam akad lainnya, misalnya dalam infaq, barang milik orang yang 

berinfaq (waqif) menjadi milik orang atau lembaga yang menerima barang wakaf. 

Ciri pokok akad ini adalah hubungan hukum antara para pihak, yang 

menimbulkan hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling 

dipertukarkan oleh para pihak.
15

Perikatan merupakan hubungan hukum terkait harta 

kekayaan antara dua orang atau lebih atau pihak, yang hubungan hukumnya 

menimbulkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat.
16

 Artinya bahwa, 

perikatan itu ada selama debitor harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat 

dipaksakan terhadap kreditor, kalau perlu dengan bantuan hakim.
 
 

Akad atau perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau 

lebih, yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas 

prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu.
17

 Jadi, perikatan itu 

berarti sesuatu yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang 
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mengikat itu menurut kenyataannya dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli 

barang, hutang-piutang dan sebagainya. Atau dapat pula berupa peristiwa, misalnya 

lahirnya seorang bayi, meninggalnya seseorang dan sebagainya. Dapat pula berupa 

keadaan, misalnya; letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang 

bergandengan dan lain-lain. Oleh karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam 

kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang diakui dan diberi 

„akibat hukum‟. Sehingga perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang 

lainnya disebut juga dengan hubungan hukum. 

Dalam akad atau perikatan yang berbentuk utang piutang, leasing, sewa 

menyewa, dan yang berkaitan dengan perniagaan lainnya umumnya dilengkapi 

dengan perjanjian kedua belah pihak. Dalam surat perjanjian terdapat perikatan, yaitu 

adanya saling keterikatan dalam objek tertentu yang berakibat kepada lahirnya hak 

dan kewajiban di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dengan demikian, 

suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, 

berdasarkan hubungan itu pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang 

lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang 

berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban 

memenuhi tuntutan dinamakan debitur. Hubungan antara dua orang atau dua pihak 

tadi adalah suatu hubungan hukum, yang berarti bahwa hak kreditur itu dijamin oleh 

hukum atau undang-undang.
18

 

Dengan pemahaman tersebut, tentu pada akad syariah dalam fiqh muamalah 

maupun perikatan menunjukkan suatu makna pengikatan kedua belah pihak di mata 

hukum sebagai arti dari bahasa Belanda, yakni verbintenis, Jadi, hal yang mengikat 

itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan atau peristiwa hukum yang 

menciptakan hubungan hukum yang setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban 

secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari 

pihak yang lain, dan pihak yang lain itu wajib memenuhi tuntutan itu, dan sebaliknya. 
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Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib 

memenuhi tuntutan disebut debitur. Sesuatu yang dituntut disebut prestasi.
19

 

Menurut Subekti, prestasi adalah objek perikatan atau objek akad, yaitu 

sesuatu yang dituntut oleh kreditur terhadap debitur, atau sesuatu yang wajib dipenuhi 

oleh kreditur terhadap debitur. Prestasi adalah harta kekayaan yang diukur atau 

dinilai dengan uang. Yang berkewajiban membayar sejumlah uang berposisi sebagai 

debitur, sedangkan pihak yang berhak menerima sejumlah uang berposisi sebagai 

kreditur. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa perikatan adalah hubungan 

hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi antara debitur dan kreditur. 

Menurut Abdulkadir Muhammad, perikatan keadaannya lebih luas 

dibandingkan dengan perutangan. Perikatan meliputi semua hubungan hukum 

perdata, sedangkan perutangan hanya meliputi hubungan hukum harta kekayaan, 

yang diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan kata 

lain, perutangan adalah perikatan dalam arti sempit.
20

 Sama halnya dalam akad yang 

bukan hanya akad utang piutang, melainkan lebih luas, misalnya ada akad kerjasama 

(syirkah, mudharabah, qiradh), ijarah, rahn hiwalah, dan wadi‟ah. 

Apabila dalam akad atau perikatan pihak debitur mengingkari perjanjian yang 

sudah diikat oleh hukum atau wanprestasi, maka pihak kreditur dapat melakukan 

tuntutan kepada debitur. Sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi”, yang 

menurut undang-undang dapat berupa: 

1) Menyerahkan barang; 

2) Melakukan perbuatan; 

3) Tidak melakukan perbuatan.
21

 

Penyitaan tersebut dilakukan karena dalam akad atau perikatan yang dikuatkan 

dengan persetujuan dalam wujud perjanjian yang diikat pula oleh ketentuan 
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perundang-undangan, pengingkaran terhadap perjanjian dalam perikatan dapat 

dikategorikan sebagai perikatan yang terbentuk dari tindakan yang melawan hukum 

atau wanprestasi.
22

 

Oleh karena itu, makna hakiki dari akad atau perikatan adalah hubungan hukum 

yang yang berkaitan dengan perihal harta kekayaan antara satu pihak dengan pihak 

lainnya atau antara beberapa pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu 

perjanjian, manakala pihak yang satu adanya prestasi diikuti kontra prestasi dari 

pihak lain.  

Perikatan yang terjadi antara beberapa pihak merupakan peristiwa 

keperdataan yang secara kongkret tertuang pada perjanjian para pihak dalam bentuk 

perjanjian bersama. Hanya, tidak semuanya dalam peristiwa akad atau perikatan 

disertai oleh perjanjian secara tertulis, sebagaimana dalam akad jual beli yang pada 

umumnya dilakukan secara langsung atau kontan.  

Setiap akad maupun perikatan menimbulkan akibat hukum secara langsung, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Akibat motivasi hukum dari akad atau perikatan adalah persetujuan, dalam 

bahasa Belanda Verbintenis dan Overeenkomist (persetujuan), yakni kedua 

belah pihak saling menyetujui dalam perikatan atau akad. Istilah verbintenis 

asalnya verbinden yang artinya mengikat, jadi menunjukkan adanya ikatan 

atau hubungan. Istilah Overeenkomist asalnya overeen komen, artinya setuju 

atau sepakat. Jadi mengandung kata sekapat atau persetujuan. 

2. Akibat objek perikatan adalah adanya kesepakatan memindahkan hak milik 

atas sesuatu, misalnya kreditur memberikan uang sebagai pinjaman kepada 

debitur, penjual menyerahkan barang kepada pembeli, pembeli menyerahkan 

uang kepada penjual. 
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Dengan pengertian yang telah diuraikan berkaitan dengan akad dapat 

disimpulkan bahwa pengertiannya adalah ketentuan peraturan yang menetapkan sah 

dan batalnya suatu akad dalam hukum Islam atau fiqh muamalah. Sah menjadikan 

akad itu boleh dan halal dilaksanakan, sedangkan batal dapat mengakibatkan status 

hukum makruh dan haram apabila dilaksanakan. 

 

3. Aplicative Theory : Utang Piutang Modal Usaha 

 Berdasarkan al-Quran surat al-Baqarah ayat 282, yakni sebagai berikut: 

 

 
 

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berhutang untuk waktu yang 

ditentukan maka tuliskanlah,.dan hendaklah penulis di antara kamu menuliskannya 

dengan adil. Janganlah penulis menolak untuk mencatatnya sebagaimana Allah telah 

memerintahkan…., 
23

 

 Transaksi utang piutang atau dain merupakan salah satu perniagaan yang 

harus dicatat dengan benar sehingga kedua belah pihak memiliki data yang valid dan 

tidak saling tuduh karena perbedaan catatan bukti utangnya. Adapun prinsip dari akad 

utang piutang adalah sikap saling suka dari pihak yang bersangkutan yang dapat 

dicapai apabila telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh 

ulama atau fuqaha untuk dimanifestasikan dengan baik dan benar. Rukun-rukun 

dalam utang piutang adalah: (1) Shighat; (2) „Aqid; (3) Ma‟qud „alaih. Dalam arti lain 

tiga rukun tersebut adalah berkaitan dengan kedua belah pihak, barang atau uang 

yang bernilai dan berharga, sedangkan shighat terdiri atas ijab dan kabul. 
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Shighat adalah ucapan yang dituturkan sebagai bukti kerelaan mereka untuk 

berakad. Shighat harus diucapkan dengan lisan maupun tulisan. Dalam kaitannya 

dengan shighat, lafadz yang digunakan tidak boleh samar atau menggunakan kata-

kata kinayah. Lafadz harus pasti dan dilakukan pada saat kedua belah pihak ada di 

tempat ketika terjadinya transaksi. Kata-kata yang diucapkan dalam akad sebagai 

salah satu bukti adanya saling merelakan di kedua belah pihak.  

 Berdasarkan kepada kaidah ushul fiqh sebagai berikut: 

 

 Hukum asal dalam bermuamalah adalah boleh sampai ada dalil yang 

menunjukkan keharamannya”.
24

 

Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung suatu unsur 

paksaan. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, yang akan mendatangkan 

mangfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya 

muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan menghindari unsur-unsur 

pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Dengan demikian, tujuan utama dalam 

transaksi atau akad perniagaan adalah untuk memelihara harta kekayaan atau hifz al-

mal, yang to9lok ukur utamanya adalah memelihara agama, artinya sah dan batalnya, 

mubah dan haramnya suatu akad harus berkandaskan kepada hukum Islam. 

 Apabila kerangka pemikiran ini dibuat skemanya, maka dapat digambarkan 

sebagai berikut: 
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SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN 

 

METODOLOGI 

PENELITIAN
Pendekatan 

penelitian (Yuridis 

Filosofis, Yuridis 

Normatif dan Yuridis 

Empirik)

Jenis Penelitian

(Kualitatif

Deskriptif)

Jenis data yang digunakan 

jenis data kualitatif yang 

mengacu kepada 

perumusan masalah dan 

tujuan penelitian

KETAATAN 

MASYARAKAT 

AKAD UTANG 

PIUTANG MODAL 

USAHA

AKAD DALAM 

HUKUM 
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Penjelasan skema: 

 Kepatuhan masyarakat, yakni pemodal dan pengrajin layangan terhadap akad 

utang piutang yang diikat oleh perjanjian jual beli bersyarat yang memiliki unsur 

kerjasama. Kepatuhan tersebut berbentuk keterikatan kedua belah pihak yang 

disyaratkan secara mutlak oleh pemodal kepada penerima modal di kalangan 

pengrajin layangan di Desa Cibeusi, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Bandung. 

 Akad yang dimaksudkan merupakan akad tijari, yakni akad yang berorientasi 

kepada keuntungan dalam bentuk akad utang piutang yang diikat oleh adanya usaha 

penerima modal. Dengan demikian, kepatuhan pemodal dan penerima modal pun 

diikat oleh adanya perjanjian jual beli barang yang diproduksi, pemodal bertindak 
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sekaligus sebagai Bandar yang menerima pembayaran utang dalam bentuk barang 

yang diproduksi yaitu layangan. Sehingga bentuk perjanjian ini memiliki tiga konsep 

atau multi akad, yakni akad utang piutang, akad jual beli, dan akan kerjasama usaha. 

 

 

F. Definisi Operasional 

Judul penelitian ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Kepatuhan: yang dimaksud kepatuhan dalam penelitian ini adalah mengikuti 

perintah Allah SWT. dan Rasuluillah saw. atau meninggalkan semua 

larangannya yang terdapat di dalam al-Quran dan al-Hadits juga dalam ijma‟ 

ulama maupun kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di Indonesia; 

2. Masyarakat : yang dimaksudkan masyarakat pada penelitian ini adalah para 

pemodal yang memberi modal sebagai bentuk utang kepada para pengrajin 

laying-layang; 

3. Desa Cibeusi : yakni pemerintahan desa yang berada di Kecamatan Jatinangor 

Kabupaten Sumedang; 

4. Utang piutang: yaitu transaksi atau akad yang dilakukan oleh pemodal sebagai 

pemberi utang dengan pengrajin laying-layang sebagai orang yang berhutang; 

5. Modal usaha: yaitu uang yang dihutangkan oleh pemodal untuk dikelola oleh 

para pengrajin layang-layang; 

6. Jual beli: yakni akad bertransaksi antara penjual dengan pembeli dalam 

pertukaran barang dan perpindahan hak milik barangnya masing-masing atas 

dasar saling membutuhkan dan merelakan. 

 

 

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

 

1. Tesis,  yang  ditulis  dan  telah di teliti oleh  Iin Kurnia Wati  yang  berasal 

dari UIN Sunan Ampel ini menggunakan  teknik  analisis  kualitatif yang 
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menjelaskan bahwa  sistem  pinjam  meminjam  yang dilakukan di BMT 

UGT Sidogiri Capem Sepanjang Sidoarjo  dananya  didapat  dari  himpunan  

uang  tabungan  para  anggota dan juga dana yang  terhimpun  melalui  dana  

dari  zakat, infaq, dan  juga  sedeka,  Para  peminjam  dana  tersebut , 

kemudian memberikan nilai tambahan dari nilai pinjaman. Dalam penelitian 

ini ia menyebutkan bahwa  dalam syariat Islam  jika sejak awal sudah 

menentukan nilai tambahan dalam pembayaran oleh pihak pemberi pinjaman 

maka transaksi itu terlarang dan dikenai hukum riba, yang diperbolehkan 

adalah  peminjam member  imbalan  secara sukarela yang   dimana jumlah 

besar atau kecilnya tidak ditentukan dari awal seperti yang selama ini 

dilakukan oleh BMT UGT tersebut. Peminjam  dengan sukarela memberikan 

tambahan dari nilai  dana yang dipinjamnya sebagai bentuk rasa terimakasih 

kepada BMT yang telah membantu mereka mendapatkan dana talangan.   

Dalam penelitian  ini terdapat  kemiripan permasalahan  yang ingin 

diteliti, yaitu, pemilik modal atau harta memberikan pinjaman untuk 

diusahakan dan ada bentuk pemberian tambahan dari nilai yang dipinjamkan. 

Namun, penelitian ini memilih BMT sebagai objek penelitiannya, sementara 

penulis  melakukan  penelitian  di  lingkungan  masyarakat  secara  langsung, 

yakni transaksi masyarakat yang dilakukan antar individu di luar lembaga 

keuangan syaria,
25

 

2. Tesis yang diteliti oleh Amalia sabrina  yang berjudul Optimalisasi Pinjaman 

Kebajikan al-Qardh pada BMT UMJ Ciputat. Hasildari penelitiannya 

menyatakan bahwa strategi yang digunakan di dalam Baitul Maal wa Tamwil 

atau BMT menghimpun dana optimalisasi al- Qardh, adalah melalui strategi 

optimalisasi dana BMT, khususunya produk al-Qardh, Sedangkan 

berdasarkan hasil dari penelitiannya dinyatakan bahwa proses penyaluran 

dana al-Qardh pada BMT UMJ pada tahun 2010 sampai  tahun  2012 belum 
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 Iin k wati, Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad al-Qardh al-Hasan di BMT 

UGT Capem Sepanjang Sidoarjo, (UIN Sunan Ampel: Semarang), 2014 
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optimal. Hal ini dapat dilihat dari nilai standard FDR yang belum tercapai, 

yaitu 85 % bahkan sampai 110%, sedangkan perolehan BMT ini   pada   

tahun   2010   hanya   sebesar   56,   22%,   yang   kemudian   naik 

perolehannya sebesar 58,24% pada tahun 2011, lalu kemudian perolehannya 

menurun lagi pada tahun 2012 jadi hanya sebesar 55,22%.
26

 

Kemiripan dengan penelitian yang saat ini akan dilakukan oleh 

peneliti  adalah pembahasannya  berkenaan  tentang praktik  pinjaman 

utang piutang atau al-Qardh namun objek penelitiannya berbeda. 

3. Tesis yang dibuat oleh Yudhi  Khoeri Abdilah mahasiswa s2 pasca sarjana 

hukum ekonomi syariah UIN  sunan  Gunung  Djati Bandung yang  berjudul  

Kepatuhan  lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan akad pembiayaan 

Qardh dan piutang Ijarah : Studi kasus di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo 

Sayati Bandung. Ia membahas mengenai kepatuhan masyarakatyang terjadi 

di koprasi tersebut sehingga nantinya ada kesimpulan sudah sesuai kah apa 

belum. Tesis yang dibuat oeh Yudhi tersebut sama sama membahas mengenai 

dua akad dalam satu kegiatan ekonomi.
27

 

4. Tesis Mirnawati, UIN Sunan Kalijaga, berjudul : Perikatan Usaha Pemodal 

dan Pengusaha Implementasinya di Kalangan Pengusaha Batik di Jogjakarta. 

Tesis ini murni membahas pelaksanaan akad kerjasama antara pemodal dan 

pengusaha yang melaksanakan prinsip “untung dan rugi ditanggung 

bersama”. Tidak dikaitkan dengan keterikatan jual beli barang yang dimodali; 

5. Laporan Penelitian (artikel) Muhamamd Idris, Jurnal Ekonomi Islam, 

Volume 2, Nomor 2, tahun 2018, UIN Raden Intan Lampung, berjudul, 

“Pelaksanaan Jual Beli Bersyarat di Kalangan Pemodal dan Pengelola Modal 

Perkebunan Pisang di Bandar Lampung”. Penelitian ini mendeskripsikan jual 
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 Amala Sabrina, “Optimalisasi Pinjaman Kebajikan al-Qardh pada BMT UMJ Ciputat”, 

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah (Jakarta: Jurnal Ahkam), 2012 
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 Tesis Yudhi Khoeri Abdilah , Kepatuhan  lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaan 

akad pembiayaan Qardh dan piutang Ijarah : Studi kasus di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo 

Sayati Bandung, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021 
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beli hasil panen pohon pisan oleh pemodal dan pengeloma modal, bukan 

menjual panen pisan kepada pemodal, melainkan ke pasar atau kepada 

Bandar. 

 Keseluruhan penelitian tersebut tidak ada satupun yang memiliki kesamaan 

permasalahan dan tujuan penelitian, namun terdapat beberapa kemiripan dalam teori 

yang digunakan, misalnya tentang jual beli, syirkah, mudharabah, utang piutang. 

Akan tetapi kesamaan teoritik tersebut bukan berarti kesamaan dalam masalah yang 

menjadi academic problem pada penelitian ini, dikarena penelitian ini menganalisis 

multi akad yang dipraktikkan oleh pemodal dan pengrajin layang-layang di Cibeusi 

akann tetapi pengukuran kepatuhan mereka kepada hukum ekonomi Islam belum ada 

yang meneliti, baik dari segi pengetahuan hukum Islamnya maupun implementasi dan 

lieterasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


